
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta  berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas diperlukan adanya Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. 

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun  Anggaran 2018, pemerintah daerah wajib menyusun LkjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian  Kinerja , dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 
Tujuan penyusunan LkjIP ini adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Peranjian Kinerja di awal tahun anggaran. 
Dokumen LkjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan perjanjian  kinerja;

2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  pada tahun berikutnya. 

Peraturan perundang-undangan yang sebagai dasar dalam penyusunan  LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang antara lain :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan  Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang  Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
B. Gambaran Organisasi 
Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

     Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Di samping itu  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan Perangkat Daerah bertipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

     Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :
1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;

2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;

4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ;

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang , maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan yang meliputi :

1) Sub Urusan Pendaftaran Penduduk, yaitu pelayanan pendaftaran penduduk;

2) Sub Urusan Pencatatan Sipil, yaitu pelayanan pencatatan sipil ;

3) Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu :

a. Pengumpulan data kependudukan ;

b. Pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan daerah.

4) Profile kependudukan, yaitu penyusunan profile kependudukan daerah.

Selain mempunyai tugas sebagaimana di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan.

2. Struktur Organisasi  
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, terdiri dari :

1) Kepala Dinas ;

2) Sekretariat,  terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:

a. Seksi Identitas Penduduk;

b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

4) Bidang Pelayanan  Pencatatan Sipil, terdiri dari :

a. Seksi Kelahiran dan Kematian;

b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari;

a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dapat dilihat di bawah ini :
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3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Dinas kependudukan dan Penctatan Sipil Kabupaten Pemalangi sebagai Organisasi  Perangkat Daerah yang bertugas untuk mengurusi administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang saat ini menjadi masalah yang sangat krusial dan berdampak pada masalah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sarpras Pelayanan pada DISDUKCATPIL:
a. Masih adanya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan pada DISDUKCATPIL yang sudah mengalami perbaikan sehingga perlu peremajaan dan penggantian peralatan yang baru.
b. Perlunya penambahan sarana pendukung pelayanan / perluasan dan perbaikan tempat pelayanan di TPDK Kecamatan.
2) Sumber Daya Manusia :
a. Keterbatasan jumlah petugas pelayanan terutama yang berbasis pada kemampuan dibidang Teknologi Informasi (PNS).
b. Belum memadainya nilai tambah/ tunjangan bagi petugas pelayanan
c. Kualitas dan kapasitas petugas pelayanan yang belum memenuhi standar.
3) Perekaman KTP elekronik reguler :
a. Keberadaan wajib KTP-el manula yang enggan melakukan perekaman.
b. Keberadaan wajib KTP-el di luar daerah karena boro kerja dan sekolah.
c. Wajib KTP-el pemula yang belum rekam.
4) Gedung arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

a. Belum adanya ruangan/ gedung yang memadai.

b. Belum adanya penyimpan arsip secara elektronik (digitalisasi arsip).

5) Belum akuratnya data base kependudukan khususnya data penduduk yang sudah meninggal dunia dan pasangan menikah untuk non muslim, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan dari desa/kelurahan secara rutin dan berjenjang, maupun laporan dari ahli waris melalui permohonan  penerbitan kutipan akte kematian dan dari pasangan yang menikah.
6) Belum maksimalnya fungsi petugas regester baik di kecamatan maupun di desa/kelurahan.  
4. Aspek Sumber Daya Manusia
Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.
Pelaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang didukung oleh 114 (seratus empat belas) orang, yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak.  Pada Tahun 2018 jumlah PNS sebanyak 55 (lima puluh lima) orang termasuk didalamnya 2 (dua) Pejabat Fungsional, sedangkan Tenaga Kontrak sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) orang, 

Data sumber daya manusia aparatur (PNS) dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini berdasarkan eselon dan jabatan fungsional :
Tabel 1.1

Jumlah  PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
berdasarkan Eselon Tahun 2018
	NO
	BIDANG/ SEKRETARIAT
	ESELON
	PELAKSANA
	JUMLAH

	
	
	II
	III
	IV
	
	

	1
	Kepala Dinas
	1
	-
	-
	-
	1

	2
	Sekretariat
	-
	1
	2
	11
	14

	3
	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	-
	1
	2
	18
	21

	4
	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	-
	1
	2
	8
	11

	5
	Bidang PIAK PD
	-
	1
	2
	3
	6

	6
	Pejabat Fungsional
	-
	-
	-
	-
	2

	
	            JUMLAH
	1
	4
	8
	38
	55


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pejabat struktural jumlahnya ada 13 (tiga belas) orang, sedangkan jumlah pelaksana sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang.

Adapun berdasarkan Tingkat Pendidikan maka kondisi PNS dapat dilihat sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2 berikut.
Tabel 1.2
Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018
	No
	Unit/Bidang/UPTD
	SD
	SLTP
	SLTA
	D-I /II /III
	DIV / S1
	S2 / S3
	Jumlah

	1
	Sekretariat
	-
	-
	5
	1
	7
	2
	15

	2
	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	-
	-
	5
	1
	4
	1
	11

	3
	Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan
	-
	-
	12
	-
	7
	2
	21

	4
	Bidang PIAK PD
	-
	-
	1
	-
	3
	2
	6

	5
	Pejabat Fungsional
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	2

	
	Jumlah
	0
	0
	23
	3
	22
	7
	55


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang paling rendah pendidikannya adalah SLTA sebanyak 23 orang yang jumlahnya hampir sama dengan lulusan S1 sebanyak 22 orang.
Adapun data Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

	No
	Unit/Bidang/UPTD
	SD
	SLTP
	SLTA
	D-I /II /III
	DIV / S1
	S2 / S3
	Jumlah

	1
	Sekretariat
	-
	-
	13
	-
	2
	-
	15

	2
	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	-
	-
	3
	1
	1
	-
	5

	3
	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	-
	-
	9
	2
	23
	-
	34

	4
	Bidang PIAK PD
	-
	-
	2
	-
	3
	-
	5

	
	Jumlah
	0
	0
	27
	3
	29
	-
	59


Di lihat dari tabel di atas maka tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk S1 jumlahnya hampir sama dengan yang lulusan SLTA yaitu SLTA sebanyak 27 orang, sedangkan S1 29 orang.
KEPALA


DINAS





SEKRETARIS





KELOMPOK


JABATAN FUNGSIONAL





KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN





KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN





KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN 





SIPIL





KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK





KEPALA BIDANG


PENGELOLAAN INFORMASI 


ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 


PEMANFAATAN DATA





KEPALA SEKSI IDENTITAS 


PENDUDUK





KEPALA SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN





KEPALA SEKSI


PENGELOLAAN INFORMASI 


ADMINISTRASI 


KEPENDUDUKAN 








KEPALA SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK





KEPALA SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN KEWARGANEGA RAAN





KEPALA SEKSI


KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN








PAGE  
LKJIP Bab I- 9

